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Dalam tesisini, penulis memfokuskan penelitian pada usaha pertambangan di Kabupaten Lebak melalui
kajian terhadap implementasi kebijakannya. Dalam penelitian ini juga dibahas berbagai aspek terkait yakni
peran serta masyarakat / lembaga swadaya masyarakat dan tingkat peran sertalembaga keuangan dan
investasi dalam usaha pertambangan di Kabupaten L ebak.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empirik terhadap usaha pertambangan di Kabupaten
Lebak yang hingga sekarang masih mengacu pada UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan yang juga
dterapkan pada masa sebelum era otonomi daerah. Kagjian terhadap kebijakan tersebut dilakukan dengan
metode analisis kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Lebak. Sedangkan pengumpulan data dilakukan
melalui penelitian kepustakaan dan pengantar usaha pertambangan di Kabupaten Lebak Sertawawancara
kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak dan pejabat dan Dinas Pertambangan Kabupaten L ebak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pertambangan di Kabupaten Lebak belum dilakukan secara
maksimal sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap laju pertumbuhan ekonomi
di daerah tersebut. Sementara potensi sektor ini di Kabupaten tersebut cukup besar dan dapat dikelola
melalui peran sertalembaga keuangan dan kegiatan investas sehingga usaha pertambangan dapat dilakukan
secara professional.

Berdasarkan potensi pertambangan di daerah Kabupaten Lebak, sektor ini seharusnya dapat menjadi potensi
unggulan wilayah yang dapat memberi kontribusi besar terhadap penerimaan PAD. Namun karena beberapa
faktor kelemahan, sektor ini belum dapat diberdayakan secara maksimal.

Adanya kebijakan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah membuka mata perangkat daerah dan stakeholder lainnya
di Kabupaten Lebak untuk memberdayakan potensi pertambangannya secara maksimal. Upaya tersebut
tergambar dari rencana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk memacu peran lembaga
keuangan dan investasi bagi usaha pertambangan di samping peran Serta masyarakatnya.

Agar dapat mempercepat pemberdayaan sektor pertambangan di Kabupaten Lebak maka perlu dilakukan
berbagai kegiatan promosi potensi sektor pertambangan untuk dikembangkan investasinya. Upaya tersebut
harus didukung dengan produk kebijakan daerah di sektor pertambangan yang mampu menciptakan iklim
usaha dan investas yang kondusif. Pembentukan kebijakan tersebut harus dilakukan dengan melibatkan
stake holder di Kabupaten L ebak (good governance) serta memperhatikan prinsip organisasi pembelajaran
sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas SDM setempat.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440499&lokasi=lokal

Berbaga upaya dan kebijakan tersebut dilakukan atas dasar ketetapan pasal 10 (1), Bab IV, UU No. 22/
1999 yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya nasiona (sumber daya alam,
sumber daya buatan dan sumber daya manusia) yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab
memelihara kelestariannya. Sejalan dengan amanat ini, diperlukan political will pemerintah pusat untuk
merubah dan menyesuaikan kebijakan pertambangan yang termaktub dalam UU No. 11/1967.



